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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang 

Pokok Agraria, Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk 

kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan 

memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang 

– undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mendapatkan sebidang tanah, dengan melepaskan sebidang 

tanah milik orang-perorangan atau badan hukum, dengan memberikan ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pemilik tanah. Penelitian ini membahas 

dengan rumusan masalah dan tujuan mengetahui Implementasi Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah dan Upaya penyelesaian sengketa Pengadaan Tanah dalam 

proyek MRT. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta 

tersier yang kemudian dianalisis secara normatif deskriptif. Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah sesuai Undang-Undang yaitu, Tahap Perencanaan, Persiapan 

dan Pelaksanaan. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang tentang ganti rugi, 

Konstitusi sebagai sumber Hukum Tertinggi menyatakan bahwa Indonesia adalah 

Negara Hukum, dalam Negara hukum tersebut kesamaan dimata hukum diakui. 

Lembaga Peradilan sebagai Cabang Judicial melaksanakan kewenangan dengan 

berpegang pada prinsip imparsialitas. Putusan tidak dapat hanya didasarkan pada 

adanya dasar hukum berupa perundang-undangan yang dijabarkan oleh pasal-

pasal semata. Melainkan juga keyakinan hakim berdasarkan kebijaksanaannya. 
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